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KONOSI PEMILIEAN T'MUM
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Nomor: 486 /Kpts/Kpu Kota _ 015.436900/TAHUN 2OU

TENTANG

KETUA KOMISI PEMIUHAN UMI.rM KOTA SERANG,

a. bahca untuk mctaklanatan ketentuan pasal E ayat (l)
Feraturan Komisi pcoilihan Urum Nomor 3 ?atrun 2Ol7
tentang Fencalonan Feailihan Guberaur dan Wakil Gubcrnur,
Bupa.6 dr.', Wakil Bupati, drn/atau Bralikota dan wakil
Walikota;

b. bahwa untu&. melaksanakan Amar putusen Malrkamah
Ifunstitusi Nomor 6O/PtIU-XItr/2OlS ren{gal 2!l September
2Ol5 yang menyar.ka"l batrun pasal 42 ayat (l) huruf a, huruf
b, huruf c, rlnn huruf d Undang-Undang Nomor I Tahun 2015
tentang lrener{pnrr pereturar pemerintah pengganti Undang_
Undang Nomor I Tahua 2Ol4 teotang Femilihan Gubernur,
Bupatj dan Walikota menjadi Undang-Udang 0.embaran
Negara Republik Indonesia Tahuo 2OlS Nomor 5678)
bertcntangen dcngan Undaag-UDdang Dasar Negara Rcpublik
Indonesia Tahuo 1945 sepanjang tilet< rtirnnkrrai [s[1q,a
penEhitungan perccnta.e dutuqan bagi cabn perseorangen
yang hcndak mcndaftarkan diri scbagai Calon Gubemur dan
Wekil Gubemur rlirlqgal.Lan atas jumlah penduduk yang telah
mempunyai hak pitih sebagaimana dimuat dqlom dalfter.calon
pemilih tetap didaerah yang bersargkutan parla FeaiIhan
Umum Sebelumnya;

Menimbang
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c. Amer Putusan...
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c Amar Putusan Mahkamah Konstjtusi Nomor: S4/P[IU-
)<Irl 12016 tanggal 14 Juni 2OlZ yang menyatakan bahwa
hsat 41 ayat (l), ayat (21, ayat (3), dan pasal 48 ayat (9)

Undang-Undang Nomor I Tahun 2Ol5 tcntang penctapan

kraturan Femerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I
Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan
Wafikota menjadi Undang-Undang sebagaimana tel,ah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
l0 Tahun 2O16 (Lembaran Negara Republik tndonesia Tahun
2O16 Nomor l3O, Tambahan trmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun l94S dan tidak
memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak
dimaknai tidak mengacu pada nama yang termuat/trrcantum
dalqm DPI melainkan pada jumlah penduduk yang telah
memiliki hak pilih;

bahwa berdasartan pertimbangan scbagaimana dimaksud
pada huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kota Serang penetapan Rekapitulasi
Daftar Pemilih Tetap (DpT) Kota Serang pada Femilihan
Gubernur dan Wakit Gubemur provinsi Elanten Tahun 2017
sebasai dasar Penghitungan Jumlah Minimum Dukungan dan
Sebaran Persyaratan Pasangan Calon perseorangan pa.da

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 200O tentang pembentukan
Provinsi Bantcn ficmbaran Negara Republk Indonesia Tahun
20O0 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Repubtik
Indonesia Nomor 4OlO);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang pembentrrken
Kota Scrang Di Provinsi Banten (kmbaran Nigara Republik
Indonesia Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Reiublik
Indonesia Nomor 4748);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemcrintahan
Daerah scbagaimana telah diubah beberape, kali, terakhir
9g"Sr" Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 (Iembaran
Negara Rcpublik lndonesia Tahun 2Ol5 Nomor 5g, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5629);
Undant-Undang Nomor I Tahun 20lS tentang penetapan
Peraturan Femerintah Fengtanti Undang-Undang Womoi t
Tahun 2O 14 tentang Femilihan Gubernur, Bupati dan
Y4it ot" menjadi Undang-Undang scUagii-aia telah
beberapa kali diubah terakhir dengarr Undang-Undang Nomor
l9 Tahun 2016 (I*mbaran Negara Republik indonesia Tahun
2O16 Nomor 130, Tambatran lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5898);
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Feraturen Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008
tcntang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupa.ten/Kota scbagaimana telah beberapa kqli berubatl
terakhir dengan Peraturan Komisi kmilihan Umum Nomor
Ol tahun 2010;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 20O8
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Selaetariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Seketariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan &kr€tariat Xomisi Femililran
Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 20O8;

Peraturan Komisi Femilihan Umum Nooor 5 Tahun 2Ol5
tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dafam
Pemilihen Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wettll
Bupati, dan/atau Walikota dan Wplol Walikota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 668);

Pereturen Komisi Pemilihan Umum Nomor I Tahun 2Ol7
tentang Tahapaa, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Femilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil WrliLota Tahun 2018
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 818);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik lndonesia Nomor
3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubemur da"n

Walot Gubemur, Bupoti dan Wakil Bupati, dan/atau walikota
dan Wakil Walikota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomon 677

/Kpts/KPU Kota-015.43690o 12016 tcntang Jumlah Pcmilih
Terdaftar dafan Daftat Pemilih Tetap (DPTJ dan Jumlah
Tempat Pemungutan Suara [tPS) Pemilihan Gubernur dan
Wokil Gubemur Provinsi Banten Tahun, tanggal O5 Des€mber
2017;
Surat Pemilitran Umum Republik Indonesia Nomor:
515 I I<F,S I tX I 20 17, perihal Persiapa.n Pelaksanaan Tahapan
Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Pencorangan
Peailihan Tahun 2018;
hrtusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XItr/2O15
tanggal 29 Scptember 2015;
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 54/PUU-XW/2OI6
tanggal l4Juni 2017;
Berita Acara Nomor 485/BA llXl2OlT tentang Penetapan
Rekapitulasi Daftar Femifih Tetap {DPT) Kota Scrang pada

Femilihan Oubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten
Tahun 2O17 s€bagai dasar Penghitungan Juml*h Minimum
dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil walikota
Scrang Tahun 20lE dan Stbaran Persyarstsn Pasangan Calon
Ferseorangan pada Pemilihan Walikoa dan wakil Walikota
Serang Tahun 2018, tenggal 1O September 2Ol7;
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMIUHAN UMUM KOTTA SERANG
TENTANG PENETAPAN REKAPITUI,,ASII DAT'TAR PEMIUH TBTAP
(DPT) KOTA SERANG PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI BANTEN TAHUN 2OI7 SEBAGAI DASAR
PENGHITUNGAN WMI.AH MINIMUM DUKUNGAN DAN SEBARAN
PERSYARATAN BAKAL PASAITGAN CALON PERSEORANGAN
PADA PEMIUHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG
TAHIJN 2018.

Persentase Jumlah Dukungan Syarat Bakal pasangan Calon
Perscorangan Pemitihan Walitota dan Wakil Watikota Scrang
Tahun 2018 adalah scbesar 8,Solo fDelapan Koma Lina persen).

Peoetapan Rekapitulasi Daftar Femilih Terap IDPIJ Kota Scrang
pada Pernilihcn Gubemur dan Wakil Gubernur provinsi Ehnten
Tahun 2Ol7 sebagai dasar pcnghitungan jumlah minimum
dukungan Bakal pasangan Cabn Walikota dan SIakiI Walikota
Serang Tahun 2018 di KPt, Kota Serang adalah 4SS.29l (Empat
Ratus Lima Puluh Lima Ribu Due Ratus Sembilan pu.luh Satu)
jiwa.

Jtrmlnh minimal syarat dukungan Balal pasangan Calon
Ferseorangan Pemilihan Walilota dan Wakil Walikota Serang
Tahun 2018 edalah 38.7fi) fTiga tufuh Delapan Ribu Tujuh
Ratusl dan terscbar di lebih dari SGlo (Lima puluh Fersenf yaitu 4
(Empatl Kecamatan SlcKota Serang.

Keputuean ini mulai berlaku sejak ' nggat ditetapkan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan atan diadakan perbaikan
s€tsgSimnnq mestinya.

KEruA KOTflSI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERI/WG,

ttd

HERI WAI{IDIN

Salinan Sesuai Aslinya
, sFJ{RErAqr.tT

I i(oMIsI PEMTHTIAN UMUM KoTA SERANG

200!)02 1 003

Ditetapkan di Kota Scrang

Pada tanqgal l0 Scptember 2Ol7


